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ABSTRAK

Penelitian dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PENYALAHGUNAAN
BARANG SITAAN NARKOTIKA. Bertujuan untuk menganalisis pengaturan
hukum  terkait pengelolaan barang sitaan narkotika serta  bentuk
pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada penyidik kepolisian
apabila terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Penyalahgunaan barang
sitaan, baik berupa penggunaan, penguasaan tanpa hak, maupun kelalaian dalam
menjaga barang sitaan, berpotensi menimbulkan kerugian bagi proses peradilan
pidana dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip legalitas,
profesionalitas, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat
penegak hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.
Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
serta peraturan pelaksana terkait pengelolaan barang sitaan dan kode etik profesi
kepolisian. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin dan
pandangan para ahli hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana aparat
penegak hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan
pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan barang sitaan oleh aparat guna
memperoleh gambaran penerapan hukum secara konkret.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik kepolisian yang melakukan
penyalahgunaan barang sitaan narkotika dapat dimintai pertanggungjawaban
pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Selain sanksi pidana, penyidik juga dapat
dikenai sanksi administratif dan sanksi etik sesuai dengan ketentuan disiplin dan
kode etik profesi kepolisian. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap
aparat yang menyimpang merupakan langkah penting untuk menjaga integritas
institusi kepolisian, memperkuat akuntabilitas penegakan hukum, serta menjamin
terselenggaranya proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan berlandaskan
kepastian hukum.

Kata Kunci: integritas aparat, etika profesi, akuntabilitas hukum, pengawasan
internal, proses peradilan.
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ABSTRACT

This research is entitled CRIMINAL LIABILITY OF POLICE
INVESTIGATORS FOR THE MISUSE OF SEIZED NARCOTICS EVIDENCE. This
study aims to analyze the legal framework governing the management of seized
narcotics evidence as well as the forms of criminal liability that may be imposed on
police investigators in cases of misuse during its implementation. The misuse of
seized evidence, including unauthorized use, unlawful possession, or negligence in
safeguarding such evidence, may cause losses to the criminal justice process and
undermine public trust in law enforcement institutions. This phenomenon reflects
deviations from the principles of legality, professionalism, and accountability that
should be upheld by law enforcement officers.

The research method employed in this study is normative legal research
using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The
statutory approach is conducted through an examination of the Criminal Procedure
Code (KUHAP), the Criminal Code (KUHP), Law Number 2 of 2002 concerning
the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, as
well as implementing regulations related to the management of seized evidence and
the police professional code of ethics. The conceptual approach is used to analyze
legal doctrines and scholars’ views on the criminal liability of law enforcement
officers, while the case approach involves an analysis of court decisions related to
the misuse of seized evidence by law enforcement officials in order to obtain a
concrete understanding of the application of the law.

The results of the study indicate that police investigators who misuse seized
narcotics evidence may be held criminally liable if their actions fulfill the elements
of a criminal offense as stipulated in the applicable laws and regulations. In
addition to criminal sanctions, investigators may also be subject to administrative
and ethical sanctions in accordance with disciplinary regulations and the police
professional code of ethics. The firm and consistent enforcement of sanctions
against such misconduct is essential to maintain the integrity of the police
institution, strengthen accountability in law enforcement, and ensure the
implementation of a fair, transparent, and legally certain criminal justice process.

Keywords: institutional integrity, professional ethics, legal accountability, internal
oversight, judicial process.
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